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| - PERUBAHAN ATAS PERATURAN
NOMOR 112 TAHUN 2020

BUPATI KARANGANYAR

'PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR |

|
o 'NOMOR 5 TAHLJJN 2022
‘ ‘
I TENTANG -
BUPATI KARANGANYAR

TENTANG PEDOMAN

PEMUNGUTAN PENGELOLAAN DAN PED{IATAUSAHAAN BEA PEROLEHAN

Menimbang

o Mengingat_ .

HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

' DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR
D a. bahwa untuk men'mgkatkan penenmaan Pajak Daerah dan :

| 'v'_membenkan kepasuan hukum Wajib Pajak dalam, |
' perolehan hak atas tanah dan bangunan maka perlu untuk
menambah cakuI;)an pembenan ‘Nilai Perolehan Obyek ,
Pajak Tidak Keng Pa_]ak (NPOPTKP) untuk set1ap wajib - |
3 pajak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pajak |
'b. .bahwa  guna ketertlban , dan  kepastian'  hukum
| _ 'pen)?elenggaraan pemungutan BPHTB maka Pefatur_én

Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2020 fenfahg
Pedoman Pemunéutan, Pengelolaan Dan Penatausahaan'
~ Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan perlu -
diubah; ' N
i c bahwa b_crd’asarkan peftiinbangan sebagéimana dimaksud
, dalam hﬁruf a dan b, perlu fnehetapkan Peraturan Bupati
E teriténg Perubahan atas Perafuran Buj)aﬁ Karanganyar
Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemungutan,
:Pengelolaan Dan Penatausahaan Bea Perolehan Hak Atas,'_’v ’
Tanah Dan Bangunan . :
S Undang-Undang | Nomor 13 ; _Tahun 1950  tentang
Pembentukan Daerah—daerah_ :Kabupat'en - dalam
- Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2 Undang-Undang Nomor .23 - Tahun . 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran ‘Negara Republik
Indonesia Tahun| 2014 Nomc')'r_2’44‘,;Tambahan Lembaran




Menetapkan

' 0. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
| Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Négara’ Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
" telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Clpta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun | 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indones1a Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang'
Ketentuan umum dan Tata Cara Pemungutan PaJak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4950),
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14
- Tahun 2010 tentangBea Perolehan Hak Atas Tanah dank
Bangunan (Lembaran Daerah Kébupaten Karanganyar
~ Tahun 2010 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2010 tentang
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
- Daerah Kabupaten kKaranganyar Tahun 2015 Nomor 3);
|5, Peraturan Bupati Nomor 112 - Tahun 2020 fentang
Pedoman Pemungutan, Pengelolaan Dan Penatausahaari
‘Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Berita

Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 112).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN ~ BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS

|
PE’RATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 112 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PEMUNGUTAN, PENGELOLAAN DAN -

' PENATAUSAHAAN BPHTB.

|

| R Pasal - I

o ,
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar

|

Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemungutan,

|

Pengelolaan Dan Penatausahaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah




Dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar

Tah;un 2020 Nomor 112) diubah sebagai berikut :
Ketgfantuan Lampiran [ huruf B,F,K,L diubah, sehingga berbunyi
seb?gainiana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

} Pasal 1I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

|

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
perfgundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
‘ v

dalém Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Januari 2022
BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 31 Jan}‘;ari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
- Kepala Bagian Hukum

ZULF@ ADIDH

NIP. 19750311 1d\9903 1 009




v LAMPIRAN |

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR: 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN  ATAS  PERATURAN  BUPATI
KARANGANYAR NOMOR 112 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PEMUNGUTAN, PENGELOLAAN
DAN PENATAUSAHAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN

DAFTAR PERUEAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI KARANGANYAR N OMOR 112 TAHUN 2020 TENTANG

PEDOMAN PEiMUNGUTAN, PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
|

B. TATA CARA PENGI—fITUNGAN BPHTB
1. Dasar Pengenaan BPHTB adalah N11a1 Perolehan Objek Pajak.
2. Nilai Perolehan ObJek Pajak sebageumana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:

a.

m 9 pop T

7

e e

BB

Jual beli adalah harga transak31,
Tukar menukar adalah nilai pasar,
Hibah adalah nilai pasar;
Hibah wasiat ‘adalah nilai pasar,
Waris adalah n11a1 pasar;
Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai
pasar; % |
Pemisahan hak yang mengak1batkan peralihan adalah nilai pasar;
Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai
kekuatan huk‘:um tetap adalah nilai pasar;

Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak
adalah nilai pasar, |

Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar;
Penggabungan usaha adalah n11a1 pasar;

Peleburan Us%lha adalah nilai ﬁasar;

Pemekaran uéaha adalah nilai%pasar;

Hadiah adalallly nilai pasar; dan / atau



0. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang ;
tercantum dalam risalah lelang

3. Jlka NJOP sebagmmana dlmaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf

(o) tidak d1ketah1[.u atau lebih rendah daripada NJOP, yang digunakan dalam

pengenaan P"ajak Bumi dan Baﬁgunan pada tahun terjadinya Perolehan,
dasar pengenaan yang d1paka1 adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

' 47 Besarnya Nilai Perolehan Objek PaJak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar

|
| Rp 60.000.000,00 (enam puluh _]uta rup1ah) untuk setiap wajib pajak dengan

ketentuan: % ' ,
a. NPOPTKP dlberlkan untuk setlap wa_]lb pajak 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
~ tahun pajak; d\an i
| b. dalam hal Wa_u\b pajak yang sama melakukan peroIehan hak lebih dan 1
| (satu) kali dalam 1 (Satu) tahun pajak maka NPOPTKP diberikan pada
perolehan hak yang pertama.
5. Dalam Hal perolel"‘lan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang
| pribadi yang m\‘asih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurusl sétu‘ derajat ke atas atau satu derajat kebawah dengan
pemberi hibah wasiat, termasuk suami/ istri‘, Nilai Perolehan Objek Pajak
Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah). ;
‘6. Tata cara penghltungan BPHTB adalah sebagai berikut:
- (NPOP - NPOPTKP) X 5 % (lima persen) = BPHTB.

|
|

)
F. TATA CARA PELAPORAN BPHTB
" 1. Bendahara Penerimaan BKD, merupakan p1hak yang bertugas untuk

|
menyiapkan Laporan Realisasi PAD berdasarkan dokumen—dokumen yang

~ diterima dari Bank
2. Pelaporan Penerb1tan Akta Pemlndahan Hak Atas Tanah Dan /Atau

Bangunan
a. PPAT/ Notaris hanya dapat menandatangani akta permndahan Hak atas

 Tanah dan/ at}yau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti

Pembayaran Péjak Daerah,; | ‘

k b. Kepala K.ELIT[”_()I‘l yang membidangi pe’l‘éiyéﬁéﬁ Lelang’ Negara hanya dapat
i menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti Pembayaran Pajak

Daerah;




. Kepala Badan Pertanahan Nasional hanya dapat melakukan pendaftaran
Hak atas Tan;a;h atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib
Pajak menyef?.hkan bukti pembayaran Pajak Daerah;

. PPAT/ Notarisi dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang
negara melap:orkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak
atas Tanah dén /atau Bangunan kepada Bupati paling lambat tanggal 10
(sepuluh) bulaitn berikutnya;

. PPAT/ Notaris% dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang

|
negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan

huruf b dikénakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp
7 .SOO.OOO,OO*I {tyjuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap

pelanggaran; .

. PPAT/ Notarisl dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang

negara, yang3 melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud huruf d
dikenakan san‘ksi administratif berupa denda sebesar Rp 250.000,00 (dua
ratus lima pul{uh ribu rupiah) untuk setiap laporan;

. Kepala Kantior bidang pertanahan yang melanggar ketentuan

sebagaimana idimaksud angka 2 dikenakan sanksi sesuai ketentuan
)

peraturan peri;ndang—undangan.
|

K. TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG,
DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN DALAM PERATURAN
!
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Atas dasar pemdhonan Wajib Pajak atau secara jabatan, pembetulan

kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan

tertentu dapat dilakukan terhadap surat keputusan atau surat ketetapan

BPHTB meliputi:

© 0N U AW

SKPDKB;
SKPDKBT;
SKPDLB;
SKPDN;
STPD;
Surat Ketetapargl Pemberian Pengurangan BPHTB;

Surat Ketetaparil Pembetulan;
Surat Ketetapar? Keberatan;

Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;

|
|
|
|



10. Suratr Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan

11.

Penghapusan | Sanksi - Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan

Ketetapan Paja‘k atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

Pembetulan mehpuu pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang

bersifat manus1aw1 yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus
dan Wajib Pajak yaitu :

a. Kesalahan tulis, antara lain kesalahan penuhsan Nomor Objek BPHTB,

nama Wa_]lb) Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat Objek BPHTB, nomor

surat keputusan atau surat ketetapan, luas tanah, luas

o bangunan Tahun Pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran;

b. Kesalahan h1tung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan,

perkalian, da\n /atau pembagian suatu bilangan; dan/atau;

c. Dalam hal Wa_]lb Pajak membetulkan sendiri SSPD yang mengakibatkan
utang pajak \menjach lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas selisih
jumlah paj aki yang kurang dibayar, dihitung sejak tanggal SSPD sebelum

pembetulan s‘ampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan;

d. Apabila setel‘ah dilakukan pemeriksaan ternyata jumlah pajak yang

seharusnya d‘ibayar lebih besar dari jumlah menurut perhitungan Wajib
Pajak dalam SSPD, maka terhadap jumlah yang kurang dibayar tersebut -
diterbitkah SKPDKB ditambah sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (ﬁua persen) 'sebulan untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh ellrnpat) bulan, dihitung sejak diterbitkan SKPDKB. Térhadap
“pajak yang 'kurang dibayar dalam SKPDKB, tidak dapat diajukan
'pengurangan‘ kembali; | B

e. Kekeliruan pénerapan ketentuan tertentu dalam Perda BPHTB, antara.
lain kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase
Niiai Jual Kena Pajak (NJKP), kekeliruan penerapan Nilai Jual Objek

, Pajak Tidakl ‘Kena Pajak (NJOPTKP), kekeliruan penerapan Nilai
Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), kekeliruan
pengenaan BFHTB dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi;

f. Permohonan pembetulan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau
kuasanya slacara perseorangan. Permohonan pembetulan harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut : '

1) Setiap pelrmohonan hanya dapat d1a_]ukan untuk 1 (satu) surat

keputusah atau surat ketetapan;




Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang
mendukung permohonannya;

Diajukan kepada pejabaf; dan
Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal
surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak : |
a) Harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, bagi Wajib Pajak
orang pribadi dengan ' pokok = pajak lebih besar dari
-Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Wajib Pajak badan;
b) Orang pribadi harus dilampiri dengan surat kuasa, bagi Wajib Paj ak
dengan pokok pajak sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta
- rupiahy}. R ' |

- 5] Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses

surat permohonan adalah :

- a) Tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara

6)

langsung oleh Wajib Pajak pada petugas yang ditunjuk; atau,
b). Tanggal stempel pos tercatat, dalam hal surat permohonan
disampaikan melalui p(;s tercatat.
Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan dianggap
bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
Dalam ha.lt permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan, Kepala

BKD harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau

- kuasanya.

7)

8)

Kepala BKD harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan
dalam jangka waktu paling ylama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat
permohonémpembetulan diterima. R o

Apabila jangka waktu telah terlampaui, tetapi Pejabat tidak memberi

suatu keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan

~ Kepala BKD wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai

9)

dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung
sejak beraLhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan.

Keputusan dapat berupa menambahkan, mengurangkan atau
menghapuskan BPHTB yang terutang, atau sanksi administrasi,
memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak

pemohon?n Wajib Pajak.

10) Dalam halt tidak ada permohonan oleh Wajib Pajak tetapi diketahui

oleh Kepala BKD telah terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung,

dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Perda




BPHTB atas surat keputusan atau surat yang diterbitkannya, Kepala
BKD harus menerbitkan surat keputusan untuk membetulkan

kesalahan atau kekeliruan tersebut secara jabatan.
|

11) Apabila keputusan masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung,

dan /'atauj kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Perda

BPHTB, Ifepala BKD dapat melakukan pembetulan lagi, baik secara

jabatan maupun atas permohonan Wajib Pajak.

|

12) Permohonan harus memenuhi persyaratan.

|

| :
- L. TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN
PENGURANGAN ATFAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BPHTB, DAN
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN ATAU SURAT TAGIHAN

BPHTB YANG TIDAK BENAR.

1. Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengurangan Atau

penghapusan Sénksi Administrasi BPHTB.

a. Bupati ataui Kepala BKD karena jabatan atas permohonan Wajib Pajak

dapat : i

1)

2)

3)
4)

o)

untuk m:engurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi yang
tercan"tu{m dalam SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, berupa bunga,
denda, dan /atau kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib
Pajak atélu bukan karena kesalahan Wajib Pajak; dan/atau
menguréngkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB,
SKPDN; ‘ ’ '
mengurangkan atau membatalkan STPD;

membatr—‘.\lkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang
dilaksan%kan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang
ditentukian; dan

mengura!ngkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan
kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek

|

pajak.

|
b. Untuk mendukung permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi

administrasi, surat permohonan dilampiri dengan :

1)

2)

fotokopi ;idenﬁtas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib
Pajak dalam hal dikuasakan;

dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa sanksi
adminis&asi dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan

karena 1{esa1ahan Wajib Pajak;

|
|
|



3)

4)

fotokopi| surat pemberitahuan pengajuan keberatan BPHTB tidak
dapat dibertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan
keberate{n atas SKPDKB atau SKPDKBT dengan Wajib Pajak dan
Obyek P‘;ajak yang sama; dan/atau

d’okumer& pendukung lainnya.

Untuk menidukung permohonan pengurangan SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB, SKPDN, atau STPD, surat permohonan dilampiri dengan:

1)

2)

4)

fotokopi “identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib
Pajak dalam hal dikuasakan;

dokumer} pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SKPDKB,

SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD tersebut tidak benar;
\

fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan BPHTB tidak

dapat dipl»ertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan
keberata? atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN dengan
Wajib Pajak dan Obyek Pajak yang sama; dan/atau;

dokumerf pendukung lainnya.

. Tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan pembatalan SKPD
atau Surat Taglhan BPHTB yang tidak benar.

i
1) Untuk mendukung permohonan pembatalan SKPDKB, SKPDKBT,

2)

SKPDLB,&_ SKPDN, atau STPD, permohonan dimaksud dilampiri

dengan: ’

a) fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib
Pajak “dalém hal dikuasakan;

b) dokurhen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD tersebut tidak benar;
dan/ :itau

c) dokuAaen pendukung lainnya.

Permohonian Wajib Pajak diajukan kepada Bupati dan disampaikan

kepada K(i‘apala BKD :

a) secara langsung; atau

b) melahlli pos dengan bukti pengiriman surat.

Atas penjampaian permohonan Wajib Pajak diberikan tanda bukti

penerimar;m surat. Tanggal bukti penerimaan surat permohonan

Wajib Pajak yaitu:

a) tangg%l terima yang tercantum pada bukti penerimaan surat,
dalam% hal surat permohonan Wajib Pajak disampaikan secara

langsung; atau,



b) tanggal stempel pos yang tercantum pada bukti pengiriman surat

dalar’n hal surat permohonan Wajib Pajak disampaikan melalui

|

pos. |

Bupati berv’venang memberikan keputusan atas permohonan Wajib
Pajak. Kepu!’t‘usan Bupati berdasarkan hasil penelitian di kantor, dan
apabila dipe}rlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian lapangan.
Pémeﬁksaa£ dilakukan berdsarkan surat tugas dan hasilnya
dituangkan‘( dalam laporan hasil pemeriksaan. Dalam hal dilakukan
pemeriksaa’n di lapangan, pejabat serendah-rendahnya Pejabat
- Pelaksana Fungsi Pemeriksaan terlebih dahulu memberitahukan secara
tertulis walfitu pelaksanaan pemeriksaan di lapangan kepada Wajib
Pajak atau i{uasanya.

Bupati dala'lm jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
bukti penerimaan surat permohonan Wajib Pajak, harus memberi suatu
keputusan 'atas permohonan Wajib Pajak.

. Keputusan Bupati atas permohonan pengurangan atau penghapusan
sanksi ad‘ministrasi dapat berupa mepgabulkan sebagian atau
seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

Keputusan‘! Bupati atas permohonan pengurangan SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB, éKPDN, atau STPD dapat berupa mengabulkan sebagian atau
seluruhnya’, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

Keputusan[ Bupati atas permohonan pembatalan SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB, }SKPDN, atau STPD dapat berupa mengabulkan atau
menolak plermohonan Wajib Pajak.

. Apabila jangka waktu permohonan telah terlampaui dan Bupati tidak
memberi l‘suatu keputusan, permohonan yang diajukan dianggap
dikabulkar‘l dan Bupati harus menerbitkan keputusan sesuai dengan
permohon,’an Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan

terhitung }sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
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1. Apabila permohonan Wajib Pajak ditolak, Bupati harus memberikan
' keteranganl*L tertulis hal-hal yang menjadi dasar menolak atau

mengabulkén sebagian permohonan Wajib Pajak, atau menolak
|

permohonan Wajib Pajak.
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